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UuU NVMID3 Baru Disoal

Fahri

Ngerasa Ada

Yang Adu Domba
DPR Dengan Rakyat

WAKITIIL Kertmuia IDPR Fahri
Hamz=ah merasa heran den-
san pihak-pihak yvang mem-—
Persoalkan hasil rewvisi UUS
tentang MPR., DPR . IDPI> .
dan IDPRID (MID3)., khusus—
nya Pasal 122 huruf k. IDia
merasa. pihak yang mermn-—
PrPersoalkan pasal tersebut
adalah orang yang ingin
mengadu domba IDPR den-
Zan Takyat.

Fahri menegaskan,. anggsota
PDPR merupakan pilihan
rakyat. Dengan alasan itu, tak
mungkin IDPR membungkan
rakyat. DPR akan terus meoen-—
jJalankan hubungan baik den-—
Ean rakyat. Seballknya, Jus=n
mengharapkan wakllnya i
Prarlemen memiliki kekuatan
agar tugas yang diamanatkan
berjalan dan berani menyata_
kan kebenaran._

““Hak dan kekuasaan DPR
adalah yrmenjalankan tugas dari
rakyat menghadapi cabang
kekuasaan laimnnya. Bukan
untuk menghadapi rakyat.
Jika dibilang membungkamm.
ini upava adu domba IDPR
dengan rakyatnya.,”” cetus-—
nya.

Karcna itu. dia meminta
berbagai kalangan tak lagi

mengikhawatirkan keberadaan -

Pasal 122 huruf k UJUT NMIDS3
INDia memastikan ., IDPIR tak-
kan pernah menggsunakan
Pasal tersebut membungkam
ralkyvat.

“Pasal 122 bhuruf k meru-—
Pakan kekuatan agar para
anggcota legislatif bisa men-
Jalankan fungsinya memm-—
perjuangkan aspirasi rakyat.
Dengan begitu. tugas Dewan
membela kepentingan rakyat

- kanismmenyva.”

lebih mudah. IDPR tidak
mumngkin membungkam
rakyat. karena tidak ada me-
P kata Fahri.

Politisi asal Nusa Tengoara
Barat ini menuturkan bahwa
IPDPPR tidak punya aparat dan
ticdak bisa memberi perintah
Jadi. astilah DPR antikritik
tidak punya Iandasan teori-
tis, apalagi fakta. Kata dia._
istilah IDPR antikritik mus—
tahil d]reallsa51kan,

Sebelumny=a. ©IUJ MD3
mendapat geclombang kritik
dari masyarakat., termasul
dari insan jurnalistik. Sebab
ada beberapa pasal dalamn
Undang-Undang tersebut
diangesap mengancam kebe-—
basan pers.

Ketua Dewan Pers Yosep
Adi Prascetyo miengaku heran
dengan sikap DPR yang
terkesan antikritik dengan
membuat pasal itu. ;

CfSaya jugza bingung ini ada
TUndang-Undang MI>3 yvyang
sebetulnya hanya mengikat
di internal DPR | tidak boleh
kan dia mengatur TINI/Polri.
termasuk wartavwan. Ini kok
bisa mengancam pihak luar
di DPR 7?7 sesal dia.

Diamocmportanyakan proses
pengocodokan TUJU MID3 | ter—
utama pemahaman tim penyu-—
sun mengenai kemerdekaan
pers, termmasuk soal naskah
Undang-Undang yvang se-
harusnya dibuat. Menuruatnya .,
Jika ada Undang-UUndang
yang spesifik mengatur, tidak
boleh ada Undang-Undangs
baru. karena akan muncul
duaa Undang UUndang yang
Posisinya setara tapi isinvyva
bertentangsan . @ i
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